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Definisi menyangkut keuangan negara ternyata masih menuai polemik sampai saat ini. Khususnya
menyangkut keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan
negara yang dipisahkan. Sebagian undang-undang mengatur bahwa keuangan negara yang sudah disetorkan
ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, adalah tetap merupakan
uang negara. Sedangkan sebagian undang-undang, khususnya undang-undang tentang Badan Usaha Milik
Negara dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mengatur, bahwa keuangan negara yang telah
disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara selaku badan hukum sudah bukan menjadi uang negaralagi,
melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negaraitu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori badan
hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Disharmonisasi peraturan
perundangundangan menyangkut keuangan negara tersebut ternyata membawa implikasi dan konsekuensi
yuridisnyadi dalam praktek, khususnya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korups sertaterhadap
mekanisme pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha
Milik Negara. Hal ini juga membawaimplikas dan konsekuens yuridis terhadap timbulnya fatwa
Mahkamah Agung Nomor WKMA/Y ud/201V 11112006 menyangkut piutang negara dan piutang BUMN.
Fatwa Mahkamah Agung tersebut sekaligus juga memberikan batasan dan pengertiannya terhadap keuangan
negara. Bahwa uang negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sudah bukan
merupakan uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara. Oleh sebab itu
perlu dilakukan persesuaian peraturan antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya
menyangkut definisi keuangan negara. Sehingga diperoleh pengertian secarajelas mengena keuangan
negara dan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara, tanpa harus
mengebiri teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Persesuaian
undang-undang menyangkut definisi keuangan negara dan keuangan negara Badan Usaha Milik Negara
tersebut, juga harus membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sistematika
pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, dan kemandirian Badan Usaha Milik Negaraitu sendiri.
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The definition of state financeis still creating polemic condition to this date, particularly related to the
alocation of state finance to the State-Owned Enterprise classified as excluded state assets. The provision of
Law clearly governs that state finance allocated to the State-Owned Enterprise is categorized as excluded
state assets and therefore it shall remain the property of the state. Meanwhile, subject to the other provisions
of the relevant law on State-Owned Enterprise and Limited Liability Company, it is stated that financial
allocation made to the State-Owned Enterprisein its status as legal entity shall no longer be the property of
state, but the State-Owned Enterprise. This corresponds to the theory affirming that legal entity is communis
opinion doctorum, as defined in the theory of law. Inconsistencies in laws and regulations related to the state
finance bears juridical implications and consequences in its practice, especially on Fight Against Corruption
aswell as the mechanism for audit and control over the state finance allocated to the State-Owned
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Enterprise. This also bearsjuridical implications and consequences on Supreme Court's opinion number
WKMA/Y ud/201V111/2006 related state and State-Owned Enterprise receivables. Opinion of the Supreme
Court has also set limitations and understanding of the state finance. In other words, state financial
alocation shall no longer be the property of the state but State-Owned Enterprise. For that reason, it is
regarded necessary to make amendment to relevant laws and regul ations rel ated to the definition of the state
finance. Thus, state finance and excluded state assets will be clearly defined without disregarding the theory
of legal entity as communis opinion doctorum in the theory of law. The amendment to law on definition of
state finance and excluded state asset should bring positive implications for fight against corruption,
mechanism for audit and control of State Finance as well as the independence of State-Owned Enterprise.



